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ISI ABSTRAK:

Negara Indonesia adalah negara yang berkembang. Salah satu ciri dari negara
berkembang adalah pembangunan di segala bidang usaha. Arah dan kebijaksanaan
yang ditempuh oleh Pemerintah adalah penekanan pada segi pemerataan
pembangunan dan hasil-hasil pembangunan di samping tetap mengusahakan
pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas nasional yang kondusif. Dalam
praktek, upaya ini dilakukan oleh Pemerintah dengan pembukaan pasar modal.
Pasar modal merupakan tempat kegiatan perusahaan dalam rangka mencari dana
untuk pembiayaan usahanya. Pasar Modal menganut prinsip keterbukaan
(disclosure) dimana segala seluk beluk transaksi yang terjadi di dalamnya yang
dilakukan oleh seluruh profesi dan profesi penunjang pasar modal harus terbuka
kepada publik tanpa terkecuali dan rahasia jabatan yang diatur di dalam kode etik
Notaris wajib ditaati oleh Notaris yang berpraktek di bidang pasar modal. Prinsip
rahasia jabatan yang artinya adalah Notaris harus merahasiakan seluruh isi akta dan
keterangan yang ia peroleh selama pembuatan akta tentunya bertentangan dengan
prinsip keterbukaan yang harus dilaksanakan oleh seluruh pelaku pasar modal.
Dalam hal ini harus mengetahui penerapan prinsip keterbukaan dan rahasia jabatan
dalam pelaksanaan kewajiban dan peranan Notaris di bidang pasar modal dalam
penerapannya di penawaran umum saham pada perusahaan dengan menggunakan
metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan dengan cara meneliti bahan
pustaka. Penerapan dan peranan Notaris dalam prinsip keterbukaan dan rahasia
jabatan sebagai profesi penunjang pasar modal yaitu harus mengikuti dan
menjalankan sesuai dengan kode etik dan standar profesi masing-masing sepanjang
itu tidak melanggar Undang-Undang Pasar Modal dan wajib melapor kepada Badan
Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) yang berkaitan dengan proses perusahaan
terbuka bersangkutan dan bertanggung jawab untuk meneliti dan memeriksa
seluruh dokumen yang berhubungan dengan proses Go Public tersebut.



